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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap berbagai temuan
dalam penelitian yang selanjutnya dikontruksi melalui teori-teori yang relevan,
maka dapat disimpulkan beberapa hal menyangkut pengintergrasian mediasi di
Pengadilan Niaga dalam proses penyelesaian sengketa bisnis, yaitu:
1. Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa
yang menawarkan banyak kelebihan dalam sistem peradilan Indonesia dan
dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan era globalisasi. Dalam
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur
Mediasi di Pengadilan, peraturan tersebut tidak tepat dengan prinsip
perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam Peraturan
Mahkamah Agung yang mengatur mediasi di Pengadilan menghapuskan
proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga. Dengan
menerapkan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan,
maka dapat memperkuat proses mediasi di intergrasikan di Pengadilan Niaga.
Namun pengahapusan mediasi di Pengadilan Niaga sudah tepat dalam
penyelesaian sengketa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, maka proses mediasi dapat dilakukan di luar Pengadilan Niaga.
2. Mediasi di Pengadilan Niaga tidak diatur sacara tegas dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di
Pengadilan. Namun dalam prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdata
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tetap mengenal perdamaian berdasarkan Pasal 130 Herziene Inlandsch
Reglemen (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten
(RBg), dengan menerapakan prinsip perdamaian dan asas sederhana, cepat
dan biaya ringan dalam Perma mediasi di Pengadilan Niaga, maka lembaga
mediasi yang seharusnya dapat terwujud dalam penyelesaian sengketa bisnis
di Pengadilan Niaga. Dengan menjalankan proses mediasi di Pengadilan
Niaga dapat dilakukan dengan dengan 2 model, proses mediasi di Pengadilan
diberi waktu selama 30 hari untuk melakukan mediasi di Pengadilan Niaga.
Waktu 30 hari tersebut tidak dapat di perpanjang lagi ketika proses mediasi
gagal, maka hakim dapat melakukan persidangan. Selanjutnya proses mediasi
di luar Pengadilan penyelesaian sengketa kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, karena tidak dimungkinkan penyelesaian
sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Niaga.
B. Saran
Atas dasar kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut ini akan
disampaikan beberapa rekomendasi sebagai solusi dari pokok permasalahan yang
telah diajukan yang diharapkan akan dapat memberi masukan bagi dalam
penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di Pengadilan Niaga Saran tersebut
meliputi:
1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur
Mediasi di Pengadilan harus menerapkan prinsip perdamaian dan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk memperkuat pengintergrasian
mediasi di Pengadilan Niaga. Agar para pihak/pelaku bisnis yang bersengketa
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di Pengadilan Niaga dapat menyelesaikan proses penyelesaian sengketanya
melalui mediasi.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menunjukan dukungan kuat
terhadap pelaksanaan pembaruan alternatif dispute resolution ADR, Dengan
di intergrasikan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Niaga. Karena
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang
prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak sesuai dengan prinsip perdamaian dan
asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Untuk melaksanakan Mediasi di Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung
Republik Indonesia harus membuat kebijakan dengan mengrevisi Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di
Pengadilan, sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Niaga.
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